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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pelayanan publik yang baik merupakan hak bagi setiap warga negara In-

donesia, sebagaimana tertulis di dalam konsideran UU No 25 tahun 2009 yaitu 

negara berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan 

kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan 

amanat UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Standar penyeleng-

garaan pelayanan publik diatur dalam UU No 25 Tahun 2009, di mana standar 

pelayanan tersebut dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan 

serta acuan bagi penilaian kualitas pelayanan, sebagai kewajiban dan janji 

penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, 

cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 

Pada praktiknya, banyak penyelenggara pelayanan publik belum 

sepenuhnya memenuhi standar pelayanan publik sesuai dengan undang-

Undang tersebut. Hal ini menjadi salah satu cikal bakal terjadinya potensi 

maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Se-

bagai rangka dalam menangani permasalahan maladministrasi di Indonesia, 

maka pemerintah membentuk sebuah lembaga negara dengan kewenangan 

mengawasi penyelengaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh 

pemerintah terasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD), Badan Hukum Milik Negara juga Swasta atau perseorangan 

yang menyelenggarakan pelayanan publik di mana sumber sebagian atau 

seluruh dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) dan 

atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lembaga tersebut 

dinamai Ombudsman Republik Indonesia.  

 Layaknya sebuah adagium “Lebih baik mencegah daripada megobati”, 

Ombudsman melalui kewenangannya bertugas untuk melakukan upaya 

pencegahan maladministrasi oleh penyelenggara pelayan publik sebelum per-

soalan maladministrasi semakin bertambah. Berdasarkan temuan peneliti keti-

ka melakukan prapenelitian, Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi 
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Laporan Ombudsman RI Perwakilan Sumsel mengatakan bahwa 

maladministrasi menjadi permasalahan yang cukup serius dan banyak 

menimbulkan kerugian, mulai dari pelayanan publik yang buruk dan tidak 

sesuai prosedur hingga taraf tertinggi dari dampak maladministrasi adalah tin-

dak korupsi oleh penyelenggara pelayanan publik. Maka dari itu pencegahan 

maladministrasi menjadi suatu proses penting yang dilakukan Ombudsman 

dalam menangani permasalahan maladminstrasi di Indonesia. Sebagai 

lembaga negara pengawas, Ombudsman tidak memberikan sanksi hukum 

secara mutlak seperti yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum. Hal 

tersebut membuat beberapa oknum penyelenggara pelayanan publik masih 

“menormalisasikan” tindak maladminstrasi. Maka dari itu, adapun salah satu 

cara yang dapat dilakukan Ombudsman dalam tindak pencegahan ialah 

melalui komunikasi persuasif, sebagaimana tertulis dalam isi penjelasan 

umum Undang-undang No 37 tahun 2008 pada paragraf kesepuluh yang me-

nyebutkan bahwa Ombudsman diutamakan menggunakan pendekatan per-

suasif dalam melaksanakan tugasnya.  

Komunikasi persuasif sebagai upaya untuk meyakinkan orang lain agar 

melakukan tindakan seperti yang diharapkan komunikator dengan cara 

membujuk tanpa adanya paksaan ataupun kekerasan (Widjaja, 2002:67). 

Teknik yang dilakukan dalam komunikasi persuasif bersifat mengajak, 

mempengaruhi atau membujuk. Seorang komunikator yang melakukan 

komunikasi persuasif memiliki tujuan berupa perubahan perilaku, sikap, 

pendapat, serta perubahan sosial dari komunikan sesuai dengan yang 

disampaikan oleh komunikator.  

Status quo yang terjadi menjadi sangat menarik untuk ditilik lebih lanjut 

mengenai Komunikasi Persuasif dari Ombudsman dalam rangka mencegah 

maladminstrasi, dengan alasan sebagai berikut: 

1.1.1 Ombudsman merupakan Lembaga Negara Pengawas Penyelenggara 

Pelayanan Publik di Indonesia 

Pada awalnya, Ombudsman disebut sebagai Komisi Ombudsman Nasional 

yang didirikan pada 10 Maret 2000. KON bertransformasi menjadi Ombuds-

man Republik Indonesia pada tahun 2008 sebagai peralihan status dari sebuah 
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komisi menjadi lembaga negara yang tetap dan bersifat independen serta tidak 

memiliki hubungan organik dengan pemerintahan atau instansi lainnya guna 

mengoptimalkan fungsi, tugas, dan wewenang dari Ombudsman yaitu dalam 

Undang-undang No 37 tahun 2008. Lembaga pengawas pelayanan publik ini 

memiliki perwakilan di setiap Provinsi dengan tujuan mendekatkan fungsi 

Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik kepada masyarakat 

di tiap daerah di Indonesia, salah satunya adalah Ombudsman RI Perwakilan 

Sumsel. 

Salah satu tugas Ombudsman Sumsel adalah melakukan upaya pencega-

han maladminstrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kegiatan terse-

but mencakup; menyebarluaskan informasi terkait fungsi, tugas, dan 

kewenangan Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan pub-

lik, menjalin hubungan dengan instansi pemerintah dalam rangka peningkatan 

kualitas pelayanan publik, melakukan kajian dalam rangka menggali potensi 

dan pencegahan maladministrasi di lingkungan instansi pelayanan publik, me-

nyelenggarakan survei kepatuhan standar layanan, dan sosialisasi kepada 

masyarakat dan instansi pemerintah terkait pelayanan publik. 

Mantan anggota KON, Teten Masduki dalam portal berita online CNN 

Indonesia menyebutkan, salah satu kekuatan dari Ombudsman untuk 

membangun kepercayaan publik meningkat terhadap Ombudsman ialah sikap 

netral atau independen yang telah dan terus dibangun oleh insan Ombudsman. 

Selain itu, Ombudsman berperan penting untuk memberikan pengaruh 

(Magistur of Influence), yakni melalui pendekatan menyentuh kesadaran dan 

komitmen pribadi dari para pejabat publik untuk taat hukum dan prosedur. Hal 

tersebut selaras dengan bunyi paragraf kesepuluh penjelasan umum UU No 37 

tahun 2008 yaitu, Ombudsman dituntut untuk mengutamakan pendekatan per-

suasif kepada para pihak agar Penyelenggara Negara dan Pemerintahan 

mempunyai kesadaran sendiri dapat menyelesaikan laporan atas dugaan mal-

administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Ombudsman dalam melakukan tugas upaya pencegahan maladministrasi 

diutamakan menggunakan pendekatan komunikasi persuasif, seperti 

melakukan sosialisasi, membangun relasi dengan instansi pelayanan publik, 
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memberikan informasi terkait Ombudsman kepada publik, dan lain se-

bagainya. Ombudsman lebih mengutamakan pendekatan persuasif dalam men-

jalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya dengan mengedepankan cara-cara 

persuasif dan kemitraan, (Hakim, 2015). 

1.1.2 Indeks Persepsi Maladministrasi Sumsel Masuk Ke Dalam Kategori 

Rendah 

Indeks Persepsi Maladministrasi merupakan survei yang bertujuan untuk 

mengukur tingkat kenyamanan masyarakat dalam memperoleh informasi 

mengenai standar layanan dan interaksi masyarakat dengan penyelenggara 

pelayanan publik terkhusus di bidang pendidikan, kesehatan, administrasi 

kependudukan dan perizinian. Adapun unsur kenyaman masyarakat dalam 

mengakses pelayanan publik meliputi komponen standar pelayanan dalam 

Undang-undang No 25 tahun 2009, yang dapat dilihat pada Tabel 1.1.   

 

Tabel 1.1 

Komponen Standar Pelayanan Publik 

No Komponen 

1. Dasar hukum 

2. Persyaratan 

3. Sistem, mekanisme, dan prosedur. 

4. Jangka waktu penyelesaian 

5. Biaya/tariff 

6. Produk Pelayanan 

7. Sarana, prasarana, dan fasilitas 

8. Kompetensi pelaksana 

9. Pengawasan internal  

10. Penanganan aduan, saran, dan masukan 

11. Jumlah Pelaksana 

12. Jaminan pelayanan yang memeberikan kepastian pelayanan dilaksanakan 

sesuai dengan standar layanan 
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13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen 

untuk memberikan rasa aman, bebas dari resiko keragu-raguan 

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

Sumber: Komponen Standar Pelayanan, UU No 25 Tahun 2009 

 

Pada tahun 2017, Ombudsman mengadakan survei indeks persepsi 

maladministrasi (Inperma) kepada sebelas sampel Provinsi di Indonesia. 

Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pelayanan publik serta tingkat maladministrasi yang terjadi. Survei dilakukan 

menggunakan metode penelitian quota sampling dengan jumlah responden 

sebanyak 3.080 orang yang secara langsung ditemui di unit layanan rumah 

sakit pemerintah, sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah menengah atas 

negeri, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Selain itu, 

Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di 

kabupaten/kota di sebelas provinsi tersebut juga dijadikan sampel.  

Melansir dari laman Ombudsman.go.id, Adrianus Meliala, Anggota 

Ombudsman mengatakan, dalam survei ini terdapat dua dimensi penelitian. 

Pertama, penyimpangan standar pelayanan dengan indikator maladministrasi 

berupa penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan permintaan imbalan. 

Kedua, penyimpangan perilaku pelayan publik yang indikatornya adalah tidak 

kompeten, tidak patut, dan diskriminasi dalam pelayanan. Berikut perolehan 

penilaian inperma 2017: 
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Tabel 1.2 

Hasil Survei Persepsi Maladministrasi Tahun 2017 

No. Penilaian Tahun 2017 

Provinsi Nilai Kategori 

1 Bali 4,46 Maladministrasi 

Rendah 

  2 Kep. Bangka Belitung 4,68 Maladministrasi 

Rendah 

3 Jawa Tengah 4,82 Maladministrasi 

Rendah 

4 Kalimantan Selatan 4,91 Maladministrasi 

Rendah 

5 Sumatera Selatan 4,96 Maladministrasi 

Rendah 

6 Sumatera Barat 5,02 Maladministrasi 

Rendah 

7 Jawa Timur 5,17 Maladministrasi 

Rendah 

8 Bengkulu 5,19 Maladministrasi 

Rendah 

9 Lampung 5,19 Maladministrasi 

Rendah 

10 Kalimantan Tengah 5,23 Maladministrasi 

Rendah 

11 Riau 5,38 Maladministrasi 

Rendah 
Sumber: Laporan Hasil Kompetensi Penyelenggara, 2017. 

 

Berdasarkan hasil survei Inperma tahun 2017 di atas, dari sebelas provinsi 

yang dijadikan sampel, maka kesebelas provinsi tersebut masuk ke dalam 

kategori maladministrasi rendah. Provinsi Bali dengan perolehan nilai 4,46  

menjadi provinsi dengan nilai persepsi maladministrasi terendah sedangkan 

Provinsi Riau dengan nilai 5,38 menjadi provinsi dengan nilai persepsi 

maladministrasi tertinggi.  Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi Provinsi 

dengan kategori nilai persepsi maladministrasi yaitu 4,96. Rendahnya tingkat 

persepsi maladministrasi di Sumsel menjadi suatu bentuk penghargaan 

sekaligus keberhasilan bagi Ombudsman Perwakilan Sumsel selaku lembaga 

negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. 

Inperma kembali dilakukan pada tahun 2019 dengan sampel sepuluh 

provinsi yang belum pernah dilaksanakan Survei sebelumnya yaitu, Aceh, D.I 
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Yogyakarta, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, 

Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua. Sedangkan pada tahun 

2020, Survei Inperma tidak dilaksanakan karena terkendala pandemi virus 

Covid-19. Maka dari itu, data pada tahun 2017 dianggap masih relevan dengan 

situasi yang ada.  

1.1.3 Tingginya Tingkat Keluhan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik 

di Kota Palembang  

Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 12 Pemerintahan Kabupaten dan 4 

(empat) Pemerintahan Kota dengan Kota Palembang sebagai Ibu Kota 

Provinsinya. Jika ditilik lebih lanjut, Kota Palembang merupakan kota dengan 

tingginya tingkat keluhan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan 

publik, melalui laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman RI 

Perwakilan Sumsel. 

 

Tabel 1.3 

Data Laporan Masuk Pengaduan Masyarakat Tahun 2020 

Ombudsman RI Perwakilan Sumsel 

 

No Kota/Kabupaten Jumlah Persen 

1. Kota Palembang 95 57% 

2. Kab. Musi Banyuasin 12 7% 

3. Tidak Diketahui 10 6% 

4. Kab. Banyuasin 9 5% 

5. Kab. Ogan Komering Ilir 7 4% 

6. Kab. Muara Enim 6 4% 

7. Kab. Lahat 5 3% 

8. Kab. Ogan Ilir 5 3% 

9. Kota Prabumulih 5 3% 

10. Kab. Ogan Komering Ulu 3 2% 
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11. Kab. Ogan Komering Ulu Ti 3 2% 

12. Kota Lubuk Linggau 3 2% 

13. Kota Adm. Jakarta Pusat 2 1% 

14. Kab. Ogan Komering Ulu Se 1 <1% 

15. Kab. Penukal Abab Lematan 1 <1% 

16. Kota Pagar Alam 1 <1% 

 Total Laporan 168 100% 

Sumber: Bidang Penenerimaan dan Verifikasi Laporan  

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan 

 

Kota Palembang, berdasarkan Tabel 1.3. merupakan Kota yang 

menyumbang paling banyak laporan masuk terkait pengaduan masyarakat 

mengenai penyelenggaraan pelayanan publik yaitu sebanyak 95 laporan 

masuk dalam kurun waktu tahun 2020.  

Laporan masuk terkait aduan masyarakat terhadap pelayanan publik di 

Kota Palembang terjadi pada beberapa sektor dengan substansi laporan berupa 

pedesaan, agrarian. pendidikan, kepegawaian, ketenagakerjaan, kepolisian, 

perbankan, kesehatan, pajak, perizinan, energi dan kelistrikan, jaminan sosial, 

kejaksaan, peradilan, administrasi kependudukan, lingkungan hidup, listrik, 

informasi publik, air, dan lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan catatan akhir 

tahun 2020 Ombudsman RI Perwakilan sumsel, Kelompok instansi terlapor 

yang paling banyak berasal dari substansi pemerintahan daerah, pendidikan, 

BUMN/BUMD, dan kepolisian. 

Kota Palembang sebagai Ibukota Provinsi Sumsel menjadi wilayah pusat 

pemerintahan, selain itu ibukota provinsi juga menjadi perwajahan dari 

provinsi itu sendiri, dengan kata lain ibukota provinsi menjadi role mode bagi 

daerah-daerah yang ada di provinsi tersebut. Palembang sebagai salah satu 

kota yang mengupayakan terwujudnya good governance atau tata kelola 

pemerintahan yang baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.38. Tahun 

2017. Susanto dkk (2014:73) menyebutkan terdapat prinsip-prinsip dalam 

penyelenggaraan good governance yaitu akuntanbilitas, transparansi, lembaga 
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dan seluruh proses pemerintahan harus melayani semua pihak tanpa 

diskriminasi, dan berorientasi konsensus. 

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan memiliki peran dalam 

membantu mewujudkan upaya Kota Palembang menuju good governance 

terutama dalam sektor pelayanan publik. Tingginya laporan masuk terkait 

pengaduan masyarakat di Kota Palembang menandakan bahwa masih banyak 

penyelenggara pelayanan publik di Kota Palembang yang melakukan praktik 

maladminsitrasi, di mana praktik maladministrasi tentunya tidak sesuai 

dengan prinsip-prinsip dari good governance. Kota Palembang sebagai 

perwajahan dari Sumsel diharapkan dapat menjalankan good governance 

tanpa adanya potensi dan juga praktik maladministrasi dalam pelayanan 

publik. Tindak pencegahan dari Ombudsman menjadi sangat penting agar 

dapat menekan angka maladministrasi yang terjadi di Kota Palembang. 

 

Tindak pencegahan menjadi sangat penting dilakukan oleh Ombudsman 

Perwakilan Sumsel. Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas 

pelayanan publik bukanlah lembaga yang memiliki kewenangan memberikan 

sanksi secara mutlak seperti halnya lembaga penegak hukum, melainkan 

hanya sebatas memberikan sanksi administratif yang telah ditentukan oleh 

undang-undang dan saran agar penyelenggara pelayanan publik dapat 

memperbaiki kinerjanya melalui surat rekomendasi yang diberikan. Seperti 

yang telah disebutkan pada data yang tertera sebelumnya, masih banyak 

oknum penyelenggara pelayanan publik yang melakukan tindak 

maladministrasi dibuktikan dengan tingginya tingkat aduan masyarakat 

menyoal maladministrasi di Kota Palembang. 

Oleh karena itu, komunikasi persuasif menjadi sebuah cara yang penting 

dilakukan dalam pencegahan maladministrasi oleh penyelenggara pelayanan 

publik, mengingat peran Ombudsman sebagai Magister of Influence untuk 

menjalankan tugas Ombudsman sesuai dengan UU No 37 Tahun 2008 dalam 

upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Kepala Keasistenan Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan, Rahma 

Awaliah mengatakan bahwa Ombudsman dalam melakukan tindak pencega-
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han maladministrasi menggunakan pendekatan persuasif. Adapun berdasarkan 

hasil wawancara peneliti dengan Kepala Keasistenan Bidang Penerimaan dan 

Verifikasi Laporan, Rahma Awaliah, yaitu sebagai berikut: 

 

“Ombudsman merupakan lembaga pengawas bukan lembaga penegak 

hukum. Jadi memang segala sesuatu yang dilakukan oleh Ombudsman 

pada dasarnya adalah tindak persuasif termasuk pencegahan maladmin-

istrasi.” (Sumber: Hasil wawancara pra-riset, 30 Maret 2021).  

 

Hingga tahun 2020 Ombudsman Sumsel mencatat terjadinya penurunan 

angka laporan masuk pengaduan masyarakat menyoal maladministrasi oleh 

penyelenggara pelayanan publik. Hal tersebut dibuktikan dengan data 

penurunan laporan masuk pengaduan masyarakat dari tahun 20219 ke tahun 

2020. 

 

Tabel 1.4 

Data Laporan Masuk Pengaduan Masyarakat Tahun 2019 

Ombudsman RI Perwakilan Sumsel 

 

No Kota/Kabupaten Jumlah Persen 

1. Kota Palembang 148 59% 

2. Tidak diketahui 24 7% 

3. Kab. Banyuasin 12 6% 

4. Kab. Ogan Ilir 12 5% 

5. Kab. Ogan Komering Ilir 10 4% 

6. Kab. Empat Lawang 9 4% 

7. Kab. Musi Banyuasin 9 3% 

8. Kota Prabumulih 6 3% 

9. Kota Lubuk Linggau 5 3% 

10. Kab. Muara Enim 4 2% 

11. Kab. Ogan Komering Ulu  4 2% 
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12. Kab. Musi Rawas 3 2% 

13. Kota Adm. Jakarta Pusat 3 1% 

14. Kab. Ogan Komering Ulu Se 2 <1% 

15. Kab. Ogan Komering Ulu Ti 1 <1% 

 Total Laporan 168 100% 

Sumber: Bidang Penenerimaan dan Verifikasi Laporan  

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan 

 

Pada tahun 2019, Kota Palembang menyumbang sebanyak 148 laporan 

masuk pengaduan masyarakat, seperti yang tertera pata Tabel 1.4. Kemudian 

di tahun 2020 seperti yang tertulis di Tabel 1.3, laporan masuk pengaduan 

masyarakat menyoal maladministrasi mengalami penurunan yakni berjumlah 

95 laporan masuk. Penurunan terjadi tidak begitu signifikan, namun hal terse-

but menjadi bukti bahwa pencegahan maladministrasi yang dilakukan oleh 

Ombudsman Sumsel dapat dilihat hasilnya. 

Selain itu, komunkasi persuasif juga dilakukan ombudsman dalam mem-

beri pemahaman mengenai maladministrasi itu sendiri, agar masyarakat dan 

penyelenggara pelayanan publik tidak melakukan tindakan maladministrasi 

sebagai upaya pencegahan. Maka dari itu, Peneliti tertarik melakukan 

penelitian mengenai Komunikasi Persuasif Ombudsman Perwakilan Sumsel 

dalam mencegah maladministrasi oleh penyelenggara pelayanan publik di 

Kota Palembang.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan indikasi permasalahan yang telah diuraikan di atas maka 

dirumuskanlah masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana komunikasi 

persuasif Ombudsman RI Perwakilan Sumsel dalam mencegah 

maladministrasi oleh penyelenggara pelayanan publik di Kota Palembang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

yaitu mengetahui komunikasi persuasif Ombudsman RI Perwakilan Sumsel 

dalam mencegah maladministrasi oleh penyelenggara pelayanan publik di 

Kota Palembang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

bagi pembaca dan juga dapat dijadikan acuan bagi penelitian 

selanjutnya dengan topik bahasan serupa. Selain itu, hasil dari 

penelitian ini juga diharapkan dapat turut berkontribusi dalam 

menambah sumber pengetahuan dan referensi dalam bidang Ilmu 

Komunikasi terutama dalam kajian yang berkaitan dengan 

komunikasi persuasif. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta 

masukan berupa kritik dan saran yang membangun bagi pihak 

khususnya Ombudsman Perwakilan Sumsel selaku Lembaga 

negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di 

Sumsel terutama dalam komunikasi persuasif mengenai 

pencegahan maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik di 

Kota Palembang. 
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